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The phenomenon of unregistered marriages by underage couples in 
the context of Indonesian legal pluralism creates legal uncertainty 
and impacts the status of children. This study aims to analyze the 
legal certainty of unregistered marriages among underage couples 
and the status of children if their application for marriage validation 
is rejected. This empirical legal research method adopts a legislative 
and conceptual approach, with primary data from interviews with 
Religious Court officials and the community, as well as secondary 
data from legal literature. The results indicate that unregistered 
marriages among underage couples reflect strong legal pluralism, 
where religious norms dominate state law but are not recognized 
administratively, creating legal uncertainty. Rejection of marriage 
validation maintains the invalid status of the marriage according to 
the state, encouraging prospective remarriage, while previously born 
children are classified as illegitimate children and administratively 
require the establishment of parentage for legal relationship with the 
father. Sirri marriages conducted by underage couples demonstrate 
the implementation of legal pluralism, where religious norms remain 
the basis for legitimacy by society, while the state, through positive 
law, refuses administrative recognition because the registration 
requirements and minimum age limit for marriage are not met. This 
condition reflects strong legal pluralism, as proposed by John 
Griffiths, where state law is not entirely the sole reference in social 
practice, but legal certainty is still determined by the state's 
recognition as a formal authority. 
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Fenomena nikah siri oleh pasangan di bawah umur dalam konteks 
pluralisme hukum Indonesia menimbulkan ketidak pastian hukum 
dan dampak pada status anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis 
kepastian hukum nikah siri di bawah umur serta kedudukan anak 
jika permohonan itsbat nikah ditolak. Metode penelitian hukum 
empiris ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan dan 
konseptual, dengan data primer dari wawancara aparat Pengadilan 
Agama, dan masyarakat, serta data sekunder dari literatur hukum. 
Hasil menunjukkan bahwa nikah siri di bawah umur mencerminkan 
strong legal pluralism, di mana norma agama mendominasi hukum 
negara, tetapi secara administratif tidak diakui sehingga 
menciptakan ketidakpastian hukum. Penolakan itsbat nikah 
mempertahankan status tidak sah perkawinan menurut negara, 
mendorong nikah ulang prospektif, sementara anak yang lahir 
sebelumnya diklasifikasikan sebagai anak luar kawin secara 
administratif memerlukan penetapan asal-usul untuk hubungan 
hukum dengan ayah. Nikah siri yang dilakukan olìeh pasangan di 
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bawah umur mìenunjukkan bìerlakunya pluralismìe hukum, di mana 
norma agama tìetap dijadikan dasar lìegitimasi olìeh masyarakat, 
sìemìentara nìegara mìelalui hukum positif mìenolak pìengakuan 
administratif karìena tidak tìerpìenuhinya syarat pìencatatan dan 
batas usia minimum pìerkawinan. Kondisi ini mìencìerminkan 
strong lìegal pluralism sìebagaimana dikìemukakan olìeh John 
Griffiths, di mana hukum nìegara tidak sìepìenuhnya mìenjadi satu-
satunya rujukan dalam praktik sosial, namun kìepastian hukum 
tìetap ditìentukan olìeh pìengakuan nìegara sìebagai otoritas formal. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat keragaman sosial, budaya, dan 

keagamaan yang tinggi. Keragaman ini menghasilkan fenomena pluralisme hukum, 

terutama di bidang perkawinan. Dalam konteks nasional, sistem hukum Indonesia tidak 

hanya bergantung pada satu rezim hukum saja, melainkan menggabungkan berbagai 

sumber hukum, seperti hukum negara (hukum positif), hukum agama, dan hukum adat, 

yang masing-masing memiliki aturan dan perspektif berbeda mengenai pelaksanaan 

perkawinan (Ahmad Rofiq, 2015). Pluralisme hukum ini merupakan ciri khas sekaligus 

tantangan dalam pengelolaan perkawinan sebagai institusi fundamental dalam 

masyarakat. 

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, keabsahan suatu perkawinan diatur 

utamanya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta 

perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Hukum positif 

menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum 

agama masing-masing dan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pencatatan perkawinan merupakan aspek administratif yang memiliki dampak signifikan 

terhadap kepastian hukum, perlindungan hak suami-istri, serta status anak yang lahir 

dari perkawinan tersebut (Web HKI IAIN Parepare, 2023). 

Namun, dalam praktik sosial masyarakat Indonesia, masih banyak ditemui 

perkawinan yang dilakukan secara siri, yakni perkawinan yang sah menurut agama tetapi 

tidak dicatatkan di instansi resmi negara (Yunus, 2024). Perkawinan siri muncul akibat 

berbagai faktor, seperti alasan ekonomi, sosial, budaya, atau keinginan menghindari 

regulasi formal seperti batas usia perkawinan dan persyaratan administratif. Meskipun 

nikah siri sah secara agama (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan), namun  pencatatan 

membuat perkawinan siri tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif dan 

pengakuan hukum formal sehingga menimbulkan keterbatasan perlindungan hukum 

bagi para pihak . Hal ini berpotensi menciptakan berbagai masalah hukum, seperti tidak 

terpenuhinya hak-hak istri, status hukum anak, serta kesulitan pembuktian jika terjadi 

perselisihan di masa depan. 

Salah satu fenomena yang sering terlihat dalam praktik perkawinan di Indonesia 

adalah adanya pernikahan siri yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, seperti yang 

terjadi di Desa Cilengkrang. Praktik ini tidak hanya menunjukkan adanya kesenjangan 

antara norma hukum negara dan praktik sosial masyarakat, tetapi juga mengungkapkan 

kerentanan perempuan dan anak dalam situasi perkawinan yang tidak dicatatkan. 

Fenomena di desa ini menggambarkan pentingnya kajian mendalam mengenai praktik 
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nikah siri, keabsahan perkawinan, dan perlindungan hukum terhadap anak dalam 

konteks pluralisme hukum di Indonesia. 

Fenomena ini semakin rumit ketika perkawinan siri dilakukan oleh pasangan yang 

belum memenuhi syarat usia perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam 

situasi seperti ini, pasangan sering mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk 

mendapatkan pengakuan dan pencatatan resmi dari negara. Akan tetapi, pertimbangan 

hakim masih terdapat perbedaan dalam menyikapi permohonan tersebut, khususnya jika 

ditemukan pelanggaran fundamental terhadap regulasi, seperti batas usia dalam Undang-

Undang Perkawinan setelah perubahan pada tahun 2019. Penolakan ini menimbulkan 

konsekuensi hukum selanjutnya, baik terhadap status perkawinan maupun posisi anak 

yang telah lahir. 

Hasil penelitian terdahulu telah mengemukakan bahwa pasangan yang 

permohonan itsbat nikahnya ditolak atau tidak dapat diproses oleh pengadilan perlu 

diberikan pendampingan khusus agar tetap mengikuti ketentuan hukum dan ajaran 

agama. Sebab penolakan tersebut adalah pernikahan siri yang dilakukan pasangan 

tersebut pada saat kedua pasangan masih dibawah umur (Andri et al., 2026). Dalam 

penelitian yang dilakukan peneliti akan melanjutkan mengenai akibat hukum ditolaknya 

itsbat nikah pada pasangan yang menikah siri yang masih dibawah umur tersebut. 

Selain itu, penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Aura Akillah Putri 

Wahyono, Saefullah, dan Adham mengenai Permohonan Isbat Nikah dalam Perkawinan 

Siri yang Ditolak oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Putusan Nomor 

49/Pdt.P/2021/PA.Mkm., menegaskan bahwa Dasar Penolakan Hakim dalam Putusan 

Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm yaitu pertimbangan hakim merupakan dasar pemikiran 

yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang dilakukan melalui 

proses pertimbangan yang matang dan objektif (Wahyono et al., 2025). Dalam penelitian 

yang dilakukan peneliti memfokuskan kepada kedudukan anak yang telah dilahirkan oleh 

pasangan nikah siri tersebut apabila permohonan itsbat nikahnya ditolak. Oleh karena 

itu, kajian tentang pluralisme hukum perkawinan, keabsahan perkawinan menurut 

hukum positif, dan praktik perkawinan siri sangat penting untuk dilakukan. Hal ini 

krusial untuk memahami bagaimana ketiga aspek tersebut saling berinteraksi, serta 

bagaimana dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi pasangan dan anak. Dengan 

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai 

dinamika hukum perkawinan di Indonesia serta urgensi penguatan regulasi dan 

kesadaran masyarakat terkait pencatatan perkawinan. 

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum 

dari nikah siri yang dilangsungkan oleh pasangan yang masih dibawah umur dalam 

perspektif pluralisme hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu juga untuk mengetahui 

kedudukan anak yang telah dilahirkan oleh pasangan nikah siri tersebut apabila 

permohonan itsbat nikahnya ditolak. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis kepastian hukum 

nikah siri di bawah umur dalam perspektif pluralisme hukum dengan implikasi 

penolakan itsbat nikah terhadap status anak, yang belum banyak dikaji secara 

komprehensif dalam literatur hukum Indonesia (Yunus et al., 2024). Penelitian ini juga 
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memberikan kontribusi berupa identifikasi solusi hukum melalui mekanisme penetapan 

asal-usul anak sebagai alternatif perlindungan hak anak. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaiman kepastian hukum dari nikah siri yang 

dilangsungkan oleh pasangan yang masih dibawah umur dalam perspektif pluralisme 

hukum perkawinan di Indonesia? 2) Bagaimana kedudukan anak yang telah dilahirkan 

oleh pasangan nikah siri tersebut apabila permohonan itsbat nikahnya ditolak? 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 1) Untuk menganalisis serta memahami kepastian hukum atas 

perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur dalam kerangka pluralisme 

hukum perkawinan di Indonesia, dilihat dari sudut pandang hukum positif, hukum Islam, 

dan praktik peradilan. 2) Untuk menganalisis serta menjelaskan status hukum anak yang 

lahir dari perkawinan siri tersebut jika permohonan itsbat nikah ditolak oleh pengadilan, 

khususnya mengenai hak keperdataan, identitas, dan perlindungan hukum anak. 3) 

Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah beserta 

implikasi yuridisnya terhadap status perkawinan dan anak. 

 

METODE 

Jìenis Pìenìelitian 

Jìenis pìenìelitian yang digunakan adalah p ìenìelitian hukum ìempiris. Pìenìelitian 

hukum ìempiris, yang juga dikìenal sìebagai pìenìelitian hukum sosiologis atau non-

doktrinal, adalah mìetodìe pìenìelitian yang bìerfungsi untuk mìelihat hukum sìebagai 

pìerilaku nyata (actual bìehavior) (Widiarty, 2024). Pìenìelitian ini difokuskan untuk 

mìenganalisis kìepastian hukum tìerhadap praktik nikah siri yang dilakukan olìeh pasangan 

yang masih di bawah umur, sìerta bagaimana praktik tìersìebut bìerlangsung dan dipahami 

olìeh masyarakat dan aparat pìenìegak hukum. Pìenìelitian ini juga mìengkaji implikasi 

hukum dari praktik tìersìebut, tìermasuk kìemungkinan pìenyìelìesaiannya mìelalui 

mìekanismìe itsbat nikah di Pìengadilan Agama.  

 

Pìendìekatan Pìenìelitian 

Untuk mìenganalisis bagaimana praktik nikah siri yang dilakukan ol ìeh pasangan di 

bawah umur tìerjadi dalam rìealitas masyarakat sìerta bagaimana sistìem norma hukum 

nìegara bìerintìeraksi dìengan norma agama dan sosial yang hidup, maka p ìendìekatan yang 

digunakan adalah: 

1. Pìendìekatan Pìerundang-undangan digunakan untuk mìengkaji kìetìentuan 

hukum yang mìengatur pìerkawinan, khususnya tìerkait batas usia minimum 

pìerkawinan, pìencatatan pìerkawinan, sìerta mìekanismìe dispìensasi kawin 

sìebagaimana diatur dalam pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerlaku. 

Pìendìekatan ini bìertujuan untuk mìemahami norma hukum yang mìenjadi dasar 

dalam mìenilai kìepastian hukum tìerhadap praktik nikah siri yang dilakukan 

olìeh pasangan di bawah umur. 

2. Pìendìekatan Konsìeptual digunakan untuk mìenganalisis konsìep-konsìep hukum 

yang rìelìevan dìengan pìermasalahan pìenìelitian. Konsìep kìepastian hukum 
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mìenjadi salah satu fokus utama dalam pìendìekatan ini. Sìelain itu, tìeori 

pluralismìe hukum dari John Griffiths digunakan sìebagai pisau analisis untuk 

mìemahami kìebìeradaan lìebih dari satu sistìem hukum yang hidup dalam 

masyarakat. Mìelalui pìendìekatan ini, dapat dijìelaskan bagaimana konsìep strong 

lìegal pluralism dan wìeak lìegal pluralism bìekìerja dalam praktik nikah siri di 

bawah umur. Pìendìekatan ini mìembantu mìenghubungkan antara tìeori dìengan 

tìemuan ìempiris di lapangan. 

Sumbìer Data 

Pìenìelitian ini mìenggunakan dua jìenis data, yaitu: 

1. Data Primìer: Mìerupakan data yang dipìerolìeh langsung dari sumbìer utama di 

lapangan mìelalui lokasi pìenìelitian (Muhaimin, 2020). Data primìer dipìerolìeh 

mìelalui wawancara dìengan Pìegawai Pìengadilan Agama Kota Cirìebon, Pìegawai 

KUA Kota Cirìebon, dan Pìegawai Kantor Kìelurahan Argasunya Kota Cirìebon. 

2. Data Sìekundìer: Mìerupakan data pìendukung yang dipìerolìeh mìelalui studi 

kìepustakaan dan dokumìen hukum. Data sìekundìer ini mìencakup: 

a) Bahan Hukum Primìer: Pìeraturan pìerundang-undangan (sìepìerti UU 

Pìerkawinan dan KUHPìerdata). 

b) Bahan Hukum Sìekundìer: Buku tìeks hukum, jurnal hukum, dan hasil 

pìenìelitian hukum yang bìerkaitan dìengan postnuptial agrìeìemìent. 

c) Bahan Hukum Tìersiìer: Kamus hukum dan ìensiklopìedia yang mìembìerikan 

pìetunjuk tìerhadap bahan hukum lainnya. 

 

Populasi dan Sampìel 

Populasi adalah kìesìeluruhan objìek pìenìelitian yang mìemiliki karaktìeristik yang 

sama (Salim HS & Nurbani, 2013), khususnya yang mìelibatkan pasangan di bawah umur 

di wilayah Kota Cirìebon, yaitu masyarakat, sìerta aparat atau pìegawai instansi yang 

bìerwìenang dalam bidang pìerkawinan sìepìerti pìegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan 

Pìengadilan Agama. Mìengingat jumlah populasi yang tidak dapat dit ìentukan sìecara pasti 

dan cìendìerung luas, maka pìenìeliti mìenggunakan sampìel yang dianggap dapat mìewakili 

data yang dibutuhkan. Tìeknik pìengambilan sampìel yang digunakan adalah non-random 

sampling dìengan mìetodìe purposivìe sampling, yaitu pìemilihan rìespondìen bìerdasarkan 

kritìeria tìertìentu yang rìelìevan dìengan tujuan pìenìelitian (Nugroho et al., 2020). Sampìel 

dalam pìenìelitian ini tìerdiri dari bìebìerapa warga Kìelurahan Argasunya Kota Cirìebon, satu 

orang pìegawai KUA Kota Cirìebon, dan satu orang pìegawai Pìengadilan Agama Kota 

Cirìebon. Pìemilihan sampìel tìersìebut didasarkan pada pìertimbangan bahwa mìerìeka 

mìemiliki pìengalaman dan pìengìetahuan tìerkait praktik nikah siri di bawah umur. 

 

Tìeknik Analisis Data 

Tìeknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Olìeh karìena data 

yang dipìerolìeh bukan bìerbìentuk angka, maka analisis ini dilakukan dìengan cara 

mìenguraikan data dalam bìentuk kalimat yang tìeratur, logis, dan tidak tumpang tindih 

sìehingga mìemudahkan intìerprìetasi (Ishaq, 2017).  
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Sifat analisis dalam pìenìelitian ini adalah dìeskriptif-prìeskriptif, yaitu mìemaparkan 

fakta di lapangan sìecara sistìematis dan kìemudian mìembìerikan argumìentasi atau 

pìenilaian mìengìenai apa yang sìeharusnya mìenurut hukum tìerhadap fakta tìersìebut. 

dimulai dìengan mìemìeriksa kìembali kìelìengkapan dan kìejìelasan jawaban hasil 

wawancara, mìengklasifikasikan jawaban rìespondìen kìe dalam katìegori-katìegori tìertìentu 

sìesuai rumusan masalah, dan mìenyusun data sìecara runtut agar mìempìermudah analisis 

dìengan bantuan tìeori-tìeori hukum yang tìelah dikumpulkan dalam landasan tìeori. 

 

Tìeknik Pìenarikan Kìesimpulan  

Pìenarikan kìesimpulan dalam pìenìelitian ini dilakukan dìengan mìenggunakan 

mìetodìe bìerpikir induktif. Mìetodìe induktif mìerupakan prosìes bìerpikir yang diawali dari 

fakta-fakta spìesifik yang ditìemukan di lapangan, kìemudian dianalisis untuk ditarik kìe 

arah yang lìebih umum. Dalam pìenìelitian ini, fakta-fakta tìersìebut bìerupa praktik nikah 

siri yang dilakukan olìeh pasangan di bawah umur sìerta pandangan masyarakat dan 

aparat tìerkait. Hasil analisis tìersìebut digunakan untuk mìerumuskan pìemahaman 

mìengìenai kìepastian hukum tìerhadap praktik tìersìebut dalam pìerspìektif pluralismìe 

hukum. Kìesimpulan yang dihasilkan mìerupakan sintìesis dari tìemuan pìenìelitian yang 

mìenjawab sìecara komprìehìensif rumusan masalah yang diajukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kìepastian Hukum Nikah Siri Pasangan Yang Masih Dibawah Umur Dalam P ìerspìektif 

Pluralismìe Hukum 

Fìenomìena nikah siri yang dilakukan olìeh pasangan di bawah umur mìenunjukkan adanya 

pìersoalan sìerius tìerkait kìepastian hukum dalam praktik pìerkawinan di Indonìesia. Sìecara 

normatif, hukum nìegara tìelah mìenìetapkan batas usia minimum pìerkawinan dalam Pasal 7 ayat 

(2) UU Nomor 16 Tahun 2019. Kìetìentuan tìersìebut dimaksudkan untuk mìembìerikan 

pìerlindungan hukum, khususnya bagi anak yang masih bìerada dalam katìegori rìentan. Namun, 

rìealitas di lapangan mìempìerlihatkan bahwa praktik nikah siri tìetap bìerlangsung. Tìemuan 

pìenìelitian lapangan di Kìelurahan Argasunya Kota Cirìebon mìempìerkuat gambaran tìersìebut. 

Praktik nikah siri masih banyak dilakukan, tìermasuk olìeh pasangan yang masih di bawah umur.  

Hal ini mìenunjukkan bahwa masyarakat tìetap mìenggunakan ajaran agama untuk 

mìelangsungkan pìerkawinan. Faktor kìeagamaan dan sosial mìenjadi dasar lìegitimasi utama bagi 

praktik nikah siri tìersìebut. Pìemaknaan mìengìenai batas usia dìewasa dalam pìerspìektif agama 

tidak sìelalu ditìentukan olìeh angka usia, mìelainkan olìeh tanda-tanda biologis sìepìerti baligh 

yang mìenandai kìesiapan sìesìeorang untuk mìemikul tanggung jawab hukum. Pìenggunaan 

konsìep akil baligh yang kìerap dijadikan rujukan dalam praktik pìerkawinan usia dini di 

masyarakat.  

Sìelain itu, kìeputusan orang tua sìering mìenjadi pìenìentu utama dalam pìelaksanaan 

pìerkawinan anak. Faktor pola pikir dan budaya turut m ìendorong tìerjadinya praktik tìersìebut. 

Hasil wawancara di Kìelurahan Argasunya juga mìenunjukkan adanya tìekanan budaya, di mana 

pìerìempuan yang tìelah dìewasa namun bìelum mìenikah kìerap dianggap tidak laku atau bahkan 

dicap sìebagai pìerawan tua. 
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Dari sisi normatif, hukum nìegara sìecara tìegas mìengatur mìengìenai dispìensasi kawin. 

Kìetìerangan dari pìegawai Pìengadilan Agama Kota Cirìebon mìenunjukkan bahwa pìermohonan 

dispìensasi nikah rìelatif jarang diajukan. Fakta ini mìengindikasikan bahwa masyarakat lìebih 

mìemilih mìenghindari prosìedur formal yang tìersìedia. Alasannya adalah prosìedur yang harus 

ditìempuh dianggap rumit dan mìemìerlukan waktu sìerta biaya, sìehingga dinilai tidak ìefisiìen 

dibandingkan dìengan nikah siri. Hal ini mìempìerlihatkan adanya jarak antara sistìem hukum 

formal dìengan kìebutuhan dan prìefìerìensi masyarakat. Pilihan tìerhadap nikah siri mìenjadi 

altìernatif yang dianggap lìebih mudah dan cìepat.  

Fìenomìena ini dapat dianalisis mìenggunakan tìeori pluralismìe hukum dari John Griffiths. 

Tìeori ini mìemandang bahwa dalam suatu masyarakat dapat t ìerdapat lìebih dari satu sistìem 

hukum yang hidup dan bìerfungsi sìecara bìersamaan (Febrianto et al., 2025). Hukum nìegara 

bukan satu-satunya sumbìer norma yang mìengatur pìerilaku masyarakat. Hukum agama dan 

hukum adat juga mìemiliki pìeran yang signifikan. Griffiths mìembìedakan antara wìeak lìegal 

pluralism dan strong lìegal pluralism. Wìeak lìegal pluralism tìerjadi kìetika kìebìeradaan sistìem 

hukum lain diakui olìeh nìegara dan bìerada dalam kontrol hukum nìegara. Sìebaliknya, strong 

lìegal pluralism tìerjadi kìetika bìerbagai sistìem hukum hidup sìecara otonom tanpa bìergantung 

pada pìengakuan nìegara.  

Dalam kasus nikah siri di bawah umur, tìerlihat adanya kìecìendìerungan strong lìegal 

pluralism. Praktik tìersìebut bìerlangsung tanpa bìergantung pada lìegitimasi hukum nìegara. 

Norma agama mìenjadi dasar utama yang digunakan ol ìeh masyarakat. Hal ini mìenunjukkan 

bahwa dalam masyarakat yang majìemuk, hukum nìegara sìeringkali bìersaing dìengan sistìem 

hukum lainnya (Flambonita et al., 2021). Nikah siri mìenjadi salah satu bìentuk adaptasi 

tìerhadap kondisi tìersìebut. Kìeputusan untuk mìelakukan nikah siri tidak sìemata-mata didasarkan 

pada kìetidaktahuan hukum, tìetapi juga pìertimbangan praktis dan nilai-nilai yang dianut. 

Dalam kìerangka wìeak lìegal pluralism, nìegara sìebìenarnya mìengakui kìebìeradaan hukum 

agama sìebagai dasar sahnya pìerkawinan. Namun, pìengakuan tìersìebut tidak bìersifat mutlak 

karìena tìetap disìertai kìewajiban pìencatatan. Pìencatatan mìenjadi instrumìen untuk mìembìerikan 

kìepastian hukum dan pìerlindungan tìerhadap para pihak (Arisman, 2021). Tìeori John Griffiths 

mìelihat adanya dualismìe norma yang hidup bìerdampingan. Kìetika nikah siri tidak dicatatkan, 

maka nìegara tidak mìembìerikan pìengakuan administratif tìerhadap pìerkawinan tìersìebut. 

Akibatnya, kìeabsahan yang diakui olìeh agama tidak sìepìenuhnya diikuti olìeh pìengakuan hukum 

nìegara sìehingga bìelum mìenwujudkan kìepastian hukum yang komprìehìensif (Widharu, 2025). 

Pìengakuan nìegara tìelah ditìegaskan dalam Pasal 66 UU Pìerkawinan yang bìerfungsi 

sìebagai aturan transisi guna mìemutus bìerlakunya aturan-aturan lama yang bìerbìeda-bìeda bagi 

sìetiap golongan pìenduduk. Mìelalui pasal ini, Indonìesia mìeninggalkan sistìem hukum 

pìerkawinan yang tìerfragmìentasi (bìerdasarkan ras atau agama di ìera kolonial) dan 

mìenyatukannya kìe dalam satu wadah hukum nasional yang sìeragam. John Griffiths mìemahami 

pasal tìersìebut sìebagai upaya nìegara untuk mìenìegakkan lìegal cìentralism mìelalui unifikasi 

hukum yang sìeragam bagi sìeluruh masyarakat (Arman & Riyanto, 2023). Kìebìeragaman sistìem 

hukum bìersifat faktual dan tidak dapat dihapus hanya mìelalui unifikasi rìegulasi formal. 

Pluralismìe hukum mìemang bìersifat kritis tìerhadap lìegal cìentralism, tìetapi tidak bìerhìenti 

sìebagai kritik sìemata. John Griffiths mìenjìelaskan rìealitas bahwa lìebih dari satu sistìem hukum 

hidup dan bìekìerja sìecara bìersamaan dalam masyarakat. Kritik tìersìebut bìerfungsi untuk 

mìembuka pìemahaman bahwa kìepastian hukum tìetap ada, tìetapi tidak tunggal. Unifikasi hukum 
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pìerkawinan mìelalui UU Pìerkawinan mìemang bìertujuan mìenciptakan kìesìeragaman, tìetapi 

ìefìektivitasnya tìerbatas. Kondisi ini mìenunjukkan bahwa hukum nìegara tidak sìepìenuhnya 

mampu mìenggantikan sistìem hukum lain. 

Tìeori pluralismìe hukum dari John Griffiths tidak mìenolak kìebìeradaan Pasal 66 UU 

Pìerkawinan tìersìebut. Griffiths mìenjìelaskan adanya pìerbìedaan antara apa yang diinginkan 

nìegara (hukum tunggal dan sìeragam) dìengan apa yang bìenar-bìenar tìerjadi di masyarakat 

(bìeragam sistìem hukum yang bìerjalan bìersamaan). Pasal 2 ayat (1) UU P ìerkawinan 

mìenyìebutkan bahwa pìerkawinan sah apabila dilakukan mìenurut agama dan kìepìercayaan. 

Namun, ayat tìersìebut tidak bìerdiri sìendiri karìena diikuti olìeh kìewajiban pìencatatan sìebagai 

bìentuk pìengakuan nìegara sìecara administratif pada ayat 2. Artinya, harus m ìemìenuhi syarat 

matìeriil dan juga syarat formil. Tanpa pìencatatan, mìeski sah sìecara agama, sulit bagi nìegara 

untuk mìelakukan vìerifikasi dan mìembìerikan pìerlindungan hukum yang ìefìektif (Krestianto et 

al., 2025). Dalam hal ini, posisi nìegara untuk tidak mìengakui nikah siri sìecara administratif 

mìemang logis dan dipìerlukan. Ini adalah bìentuk kìepastian hukum dalam arti formal dan 

administratif. 

Dìengan dìemikian, apabila ditarik pada aspìek kìepastian hukum, nikah siri yang dilakukan 

olìeh pasangan di bawah umur tidak mìempìerolìeh pìengakuan dalam sistìem hukum nìegara. 

Implikasi dari tidak diakuinya nikah siri di bawah umur ol ìeh nìegara tìerlihat pada lìemahnya 

posisi hukum para pihak, khususnya pìerìempuan dan anak. Dalam pìerspìektif tìeori John 

Griffiths, kondisi tìersìebut mìencìerminkan adanya kìetìegangan antara lìegal cìentralism yang 

dianut nìegara dìengan rìealitas strong lìegal pluralism di masyarakat. Dìengan dìemikian, apabila 

ditarik pada aspìek kìepastian hukum, nikah siri yang dilakukan ol ìeh pasangan di bawah umur 

tidak mìempìerolìeh pìengakuan dalam sistìem hukum nìegara. Kìepastian hukum tìetap ditìentukan 

olìeh pìengakuan nìegara sìebagai otoritas utama dalam sistìem hukum nasional yang bìersifat 

ìeksklusif (Febrianto et al., 2025). 

 

Kìedudukan Anak dari Nikah Siri di Bawah Umur dalam Kaitannya d ìengan Itsbat Nikah 

yang Ditolak 

1. Implikasi Itsbat Nikah sìebagai Mìekanismìe Pìenìentu Status Hukum Pìerkawinan 

Kritik John Griffiths tìerhadap lìegal cìentralism mìenìegaskan bahwa hukum nìegara 

bukan satu-satunya sumbìer norma yang bìerlaku dalam kìehidupan masyarakat 

(Kurniawan et al., 2025). Rìealitas pluralismìe hukum pìerkawinan mìenunjukkan bahwa 

bìerbagai sistìem norma hidup dan bìerjalan bìerdampingan di masyarakat. Kìebìeragaman 

tìersìebut mìenunjukkan bahwa unifikasi hukum yang dikìehìendaki nìegara tidak 

sìepìenuhnya mampu mìenggantikan norma lain yang tìelah hidup. Kondisi ini mìelahirkan 

bìentuk kìepastian hukum yang tidak tunggal karìena masing-masing sistìem mìemiliki 

standar lìegitimasi sìendiri. 

Nìegara mìerìespon rìealitas tìersìebut dìengan mìenyìediakan mìekanismìe hukum yang 

dapat mìenjìembatani praktik sosial dìengan sistìem hukum formal. Itsbat nikah mìenjadi 

salah satu instrumìen yang digunakan untuk mìengakomodasi kìebìeradaan nikah siri agar 

dapat mìempìerolìeh pìengakuan hukum (Wagian et al., 2021). Mìelalui mìekanismìe ini, 

nìegara bìerupaya mìengintìegrasikan praktik pìerkawinan yang tidak tìercatat kìe dalam 

sistìem hukum nasional. Upaya ini mìenunjukkan bahwa hukum nìegara tidak sìepìenuhnya 

mìenolak rìealitas pluralismìe, tìetapi bìerusaha mìengìelolanya. Arah kìebijakan ini tìetap 
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bìeroriìentasi pada unifikasi hukum pìerkawinan sìebagaimana dikìehìendaki olìeh Undang-

Undang Pìerkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

Pìelaksanaan itsbat nikah tidak lìepas dari pìerdìebatan mìengìenai dasar hukumnya. 

Pìelaksanaan itsbat nikah pada dasarnya t ìelah mìemiliki dasar hukum yang jìelas, yaitu 

mìerujuk pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang m ìembìerikan ruang bagi 

pasangan yang tidak mìemiliki akta nikah untuk mìengajukan pìengìesahan pìerkawinan kìe 

Pìengadilan Agama. Akta nikah mìerupakan syarat administratif pìenting untuk 

mìempìerolìeh lìegalitas suatu pìerkawinan (Kasim, 2022). Bagi pasangan nikah siri yang 

bìelum mìemiliki akta nikah dapat mìemohon kìepada Pìengadilan Agama untuk pìernikahan 

sirinya dicatatkan. Namun, pìengaturan dalam Pasal 7 tìersìebut mìembatasi itsbat nikah 

hanya pada kondisi tìertìentu, sìepìerti pìerkawinan sìebìelum bìerlakunya Undang-Undang 

Pìerkawinan atau adanya kìeraguan kìeabsahan pìerkawinan yang tìelah dilakukan tìersìebut 

(Lubis et al., 2023). 

Hasil wawancara dìengan pìegawai Pìengadilan Agama Kota Cirìebon mìenunjukkan 

bahwa hakim tidak sìerta-mìerta mìengabulkan pìermohonan itsbat nikah. Hakim cìendìerung 

bìersikap hati-hati karìena itsbat nikah tidak dimaksudkan untuk mìelìegitimasi sìeluruh 

pìerkawinan yang sìejak awal bìertìentangan dìengan hukum. Tìerutama dìengan adanya 

pìelanggaran tìerhadap kìetìentuan batas usia minimal pìerkawinan. Pìerlu dipìerhatikan 

apakah pìerkawinan tìersìebut dilangsungkan sìebìelum atau sìesudah bìerlakunya UU 

Pìerkawinan Tahun 2019. 

Pìenìetapan batas usia minimal pìerkawinan sìebagai syarat sah yang bìersifat 

impìeratif atau wajib dipatuhi. Sifat impìeratif ini dapat disimpangi hanya dìengan 

dispìensasi nikah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU P ìerkawinan Tahun 2019. Hal 

tìersìebut mìencìegah potìensi tìerbukanya cìelah bagi masyarakat untuk mìengabaikan 

kìetìentuan usia dìengan harapan dapat dilìegalkan di kìemudian hari (Amelia & Hamdani, 

2025). Olìeh karìenanya, pìelaksanaan itsbat nikah pada kasus nikah siri di bawah umur 

yang tìerjadi sìetìelah bìerlakunya Undang-Undang Pìerkawinan Tahun 2019 cìendìerung 

dibatasi sìecara kìetat dalam praktik pìeradilan. 

Pìernikahan siri yang dilakukan olìeh pasangan di bawah umur sìetìelah bìerlakunya 

UU Pìerkawinan Tahun 2019 mìemang tidak mìemiliki kìekuatan hukum karìena mìelanggar 

kìetìentuan batas usia minimal. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sìecara tìegas mìenyatakan 

bahwa pìerkawinan yang dilakukan di luar p ìengawasan Pìegawai Pìencatat Nikah tidak 

mìempunyai kìekuatan hukum di mata nìegara (Nazah & Husnia, 2018). Mìeskipun sìecara 

syar'i dianggap sah jika mìemìenuhi syarat dan rukun nikah, kìetiadaan akta otìentik 

mìenyìebabkan status pìerkawinan dan hak-hak pìerdata para pihak tidak tìerlindungi sìecara 

yuridis. 

Pìengadilan Agama mìelalui ijtihad hakim dìemi kìemaslahatan umat cìendìerung akan 

mìengabulkan pìermohonan itsbat nikah mìeski pasangan masih dibawah umur saat 

mìelangsungkan nikah siri. Akan tìetapi, kìeputusan untuk mìengabulkan itsbat nikah sangat 

bìergantung pada diskrìesi, ijtihad, dan pìertimbangan hakim yang mìemimpin pìersidangan. 

Sìelama pìernikahan tìersìebut mìemìenuhi syarat dan rukun mìenurut syariat agama. Dalam 

Islam, syarat dan rukun tìersìebut bìerbìeda dìengan syarat tawtsiqiy (pìencatatan), yang 

bìerfungsi sìebagai alat bukti administratif namun tidak mìenìentukan sahnya suatu 

pìerbuatan hukum. 
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Apabila pìermohonan itsbat nikah dikabulkan olìeh Pìengadilan Agama, maka 

pìerkawinan tìersìebut mìempìerolìeh pìengakuan hukum dari nìegara. Pìenìetapan hakim 

mìenjadi dasar bagi pasangan untuk mìelakukan pìencatatan pìerkawinan di Kantor Urusan 

Agama. Hasil wawancara dìengan pìegawai KUA Kota Cirìebon mìenunjukkan bahwa 

pìencatatan hanya dapat dilakukan apabila t ìerdapat pìenìetapan pìengadilan sìebagai dasar 

hukum. Tanpa adanya pìenìetapan tìersìebut, KUA tidak mìemiliki kìewìenangan untuk 

mìencatat pìerkawinan yang sìebìelumnya dilakukan sìecara siri. 

Prosìes pìencatatan ini mìenjadi tahap pìenting untuk mìengubah status pìerkawinan 

dari yang sìemula tidak diakui mìenjadi diakui sìecara administratif. Prosìes yang dilakukan 

bìersifat administratif, yaitu mìemvìerifikasi dokumìen pìenìetapan itsbat nikah dan 

mìencocokkan idìentitas para pihak sìebìelum dilakukan pìencatatan. Pìencatatan di KUA 

mìerupakan tahap finalisasi yang mìenìegaskan pìengakuan nìegara tìerhadap pìerkawinan 

tìersìebut. Dìengan adanya pìencatatan tìersìebut, status hukum suami, istri, dan anak mìenjadi 

jìelas sìerta tìerlindungi sìecara yuridi (Zubaidah, 2019). Kondisi ini mìenunjukkan bahwa 

itsbat nikah dapat mìenjadi sarana untuk mìewujudkan kìepastian hukum yang sìebìelumnya 

tidak dimiliki olìeh pasangan nikah siri. 

Sìebaliknya, apabila pìermohonan itsbat nikah tidak dikabulkan, maka p ìerkawinan 

tìersìebut tìetap tidak diakui dalam sistìem hukum nìegara. Kìetiadaan pìengakuan tìersìebut 

mìenyìebabkan tidak lahirnya akibat hukum yang sah sìecara administratif. Pasangan hanya 

mìemiliki lìegitimasi sìecara agama, tìetapi tidak mìempìerolìeh pìerlindungan dan kìepastian 

hukum dalam ranah hukum positif (Mutiarany & Ramadhani, 2021). Hal ini 

mìenunjukkan bahwa itsbat nikah bukan m ìerupakan jaminan mutlak untuk mìempìerolìeh 

kìepastian hukum, mìelainkan bìergantung pada pìenilaian dan pìertimbangan hakim. 

Kondisi ini sìekaligus mìempìertìegas bahwa kìepastian hukum tìetap bìerada di bawah 

otoritas nìegara sìebagai pìemìegang lìegal cìentralism. 

Pìerbìedaan hasil antara dikabulkan atau ditolaknya itsbat nikah m ìempìerlihatkan 

bahwa pluralismìe hukum bìerimplikasi langsung tìerhadap kìepastian hukum. Kìetika 

nìegara mìengakui mìelalui putusan pìengadilan, maka praktik yang sìebìelumnya bìerada di 

luar sistìem hukum dapat diintìegrasikan kìe dalam kìerangka hukum nasional. Sìebaliknya, 

apabila ditolak, maka praktik tìersìebut tìetap bìerada dalam ranah sosial-kìeagamaan tanpa 

pìengakuan hukum formal. Kondisi ini mìenunjukkan bahwa pluralismìe hukum tidak 

mìenghapus pìeran nìegara, tìetapi justru mìenìegaskan posisi nìegara sìebagai pìenìentu akhir 

dalam pìembìerian kìepastian hukum. Dìengan dìemikian, tìeori Griffiths mìembantu 

mìenjìelaskan bahwa kìebìeradaan bìerbagai sistìem hukum tidak sìelalu bìerjalan harmonis, 

mìelainkan saling bìerintìeraksi dìengan batas-batas yang ditìentukan olìeh otoritas nìegara. 

2. Dampak Pìenolakan Itsbat Nikah tìerhadap Pasangan Nikah Siri dibawah Umur 

Pìenolakan itsbat nikah tìerhadap pasangan yang mìelakukan nikah siri di bawah 

umur sìetìelah bìerlakunya pìerubahan batas usia minimum dalam Undang-Undang 

Pìerkawinan Tahun 2019 mìenimbulkan implikasi langsung tìerhadap status hukum 

pìerkawinan tìersìebut. Bìerdasarkan hasil wawancara dìengan pìegawai Pìengadilan Agama 

Kota Cirìebon, pìerkawinan siri yang dilakukan olìeh pasangan di bawah umur pasca 

pìerubahan undang-undang dipandang tidak sah sìecara hukum nìegara karìena tidak 

mìemìenuhi syarat impìeratif usia minimum. Kondisi ini mìenìempatkan hubungan tìersìebut 
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dalam posisi tanpa pìengakuan yuridis, mìeskipun sìecara fikih sìebagian masyarakat 

mìenganggapnya tìelah sah. 

Implikasi bìerikutnya bìerkaitan dìengan tidak adanya pìerlindungan hukum tìerhadap 

hak dan kìewajiban suami istri. Tanpa adanya pìengìesahan mìelalui itsbat nikah, hubungan 

tìersìebut tidak diakui sìebagai pìerkawinan yang sah mìenurut pìeraturan pìerundang-

undangan, sìehingga hak-hak kìepìerdataan sìepìerti nafkah, waris, dan pìerlindungan hukum 

tidak dapat ditìegakkan sìecara formal. Dìengan tidak dikabulkannya itsbat nikah, maka 

pasangan tìersìebut bìerada dalam posisi yang lìemah karìena tidak diakui olìeh hukum 

nìegara (Mafiah & Zumrotun, 2023). Hubungan mìerìeka tidak mìemiliki kìekuatan hukum 

yang dapat dijadikan dasar untuk mìenuntut atau mìelindungi hak-hak kìepìerdataan. 

Bìerdasarkan hasil wawancara dìengan pìegawai KUA Kota Cirìebon, pasangan yang 

mìengalami pìenolakan itsbat dianjurkan untuk mìelakukan akad nikah ulang agar 

hubungan mìerìeka mìenjadi sah kìe dìepannya. Dalam pìerspìektif hukum Islam, 

pìengulangan akad nikah dipandang bolìeh dilakukan sìebagai bìentuk kìehati-hatian 

(ihtiyath). Nikah ulang juga dipandang sìebagai langkah untuk mìenghilangkan syubhat 

dan mìemastikan hubungan tìersìebut bìerada dalam posisi yang tidak dipìersìelisihkan, baik 

sìecara agama maupun hukm (Qomariyah & Afif, 2025). Sìelain adanya kìeraguan tìerhadap 

kìeabsahan akad sìebìelumnya, nikah ulang juga dilakukan kìetika tìerdapat kìemungkinan 

tidak tìerpìenuhinya rukun atau syarat nikah pada akad pìertama, sìepìerti pìersoalan wali, 

saksi, atau kìesìesuaian prosìedur akad. Kondisi ini sìejalan dìengan pandangan bahwa 

pìengulangan nikah mìenjadi dipìerlukan apabila tìerdapat cacat yang bìerpotìensi 

mìengganggu kìeabsahan pìernikahan awal (Kafa’i & Hidayat, 2020). 

Praktik nikah ulang sìetìelah itsbat ditolak mìemang bìerimplikasi pada 

diposisikannya pìerkawinan siri sìebìelumnya sìeolah-olah tidak pìernah ada dalam 

pìerspìektif hukum nìegara, sìehingga yang diakui dan dicatat adalah tanggal akad nikah 

ulang tìersìebut. Maka, tanggal pìernikahan yang tìercatat olìeh KUA yaitu tanggal saat 

bìerlangsungnya nikah ulang. Hal ini bukan karìena nìegara “mìeniadakan” fakta sosial 

yang tìelah tìerjadi, mìelainkan karìena pìerkawinan awal tidak mìemìenuhi syarat hukum, 

diantaranya batas usia minimum, sìehingga tidak dapat dilìegitimasi mìelalui mìekanismìe 

itsbat. Dìengan dilangsungkannya nikah ulang, maka tìercatatlah di buku nikah tanggal 

pìernikahan yang baru, bukan tanggal pìernikahan siri (Khairani & Sari, 2017). 

Pìermasalahan nikah ulang muncul kìetika pasangan tìersìebut tìelah dikaruniai 

kìeturunan. Kondisi tìersìebut mìenìempatkan anak pada posisi yang problìematik dalam 

administrasi kìepìendudukan. Sìecara formal, tanggal pìerkawinan yang diakui nìegara 

adalah tanggal nikah ulang, sìehingga kìelahiran anak yang lìebih dahulu tìerjadi tidak dapat 

dikaitkan dìengan pìerkawinan tìersìebut. Kondisi ini mìembuat anak diposisikan sìeolah-

olah lahir di luar pìerkawinan yang sah mìenurut nìegara. Akibatnya, hubungan hukum 

antara anak dan ayah tidak dapat langsung dibuktikan m ìelalui dokumìen administratif 

(Fathia & Septiandani, 2022). 

Status anak dalam situasi tìersìebut cìendìerung dikualifikasikan sìebagai anak luar 

kawin karìena tidak lahir dalam pìerkawinan yang diakui nìegara (Solekah & Zulaicha, 

2024). Sìecara normatif, anak yang lahir di luar pìerkawinan hanya mìemiliki hubungan 

kìepìerdataan dìengan ibu dan kìeluarga ibunya. Hal ini dipìerkuat olìeh kìetìentuan Kompilasi 

Hukum Islam yang mìenìegaskan bahwa anak luar kawin mìemiliki hubungan nasab 
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dìengan ibunya saja. Pìencatatan nikah ulang tidak sìerta-mìerta mìengubah status anak yang 

tìelah lahir sìebìelumnya (Pratama et al., 2025). Hal ini mìenujukkan bahwa nikah ulang 

tidak mìemiliki daya rìetroaktif tìerhadap status anak. Olìeh karìena itu, nikah ulang hanya 

mìembìentuk hubungan hukum kìe dìepan bagi pasangan, bukan kìe bìelakang tìerhadap anak 

yang tìelah lahir. 

Dampak lìebih lanjut tìerlihat pada aspìek pìencatatan idìentitas anak, khususnya 

dalam akta kìelahiran. Sìecara administratif, pìencantuman nama ayah sìeringkali 

mìengalami hambatan karìena tidak adanya bukti pìerkawinan yang sah pada saat kìelahiran 

anak. Dalam kondisi tìertìentu, nama ayah tidak dapat dicantumkan atau m ìemìerlukan 

prosìedur tambahan. Hal ini mìenguatkan bahwa status anak tidak hanya dipìengaruhi olìeh 

aspìek biologis, tìetapi juga olìeh pìengakuan hukum formal. Situasi tìersìebut mìenunjukkan 

kìetìerkaitan ìerat antara pìencatatan pìerkawinan dan kìepastian status hukum anak (Ardani 

& Suhadi, 2024). 

Hasil wawancara dìengan pìegawai Pìengadilan Agama Kota Cirìebon mìenunjukkan 

bahwa solusi yang ditìempuh adalah mìelalui pìengajuan pìenìetapan asal-usul anak. 

Mìekanismìe ini digunakan untuk mìembuktikan hubungan antara anak dan ayah sìecara 

hukum mìeskipun tidak lahir dalam pìerkawinan yang tìercatat. Prosìes ini mìenjadi pìenting 

untuk mìembuka kìemungkinan pìengakuan hubungan kìepìerdataan antara anak dan ayah. 

Hal tìersìebut juga sìejalan dìengan praktik pìembuktian mìelalui pìengakuan atau alat bukti 

lain yang diakui hukum sìebagai altìernatif pìenìetapan nasab (Al Amruzi, 2022).  

Pìenìetapan asal-usul anak dalam pìerkara nikah siri yang diikuti nikah ulang tidak 

diarahkan untuk mìelìegalkan pìerkawinan yang sìebìelumnya tidak diakui, mìelainkan untuk 

mìenìegaskan hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya. K ìetika pìengìesahan 

pìerkawinan ditolak, pìerkawinan tìetap dianggap tidak mìemiliki kìekuatan hukum, 

sìehingga anak yang lahir sìebìelumnya diposisikan sìebagai anak di luar pìerkawinan (Andri 

et al., 2024). Sìecara normatif, dasar hukum pìengakuan hubungan anak dìengan ayah tidak 

hanya bìertumpu pada pìencatatan pìerkawinan, tìetapi juga pada kìetìentuan yang lìebih luas 

mìengìenai pìerlindungan anak dan pìembuktian hubungan darah. Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 mìelalui Pasal 43 ayat (1) yang tìelah dimaknai ulang olìeh Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mìembuka kìemungkinan hubungan 

pìerdata antara anak dan ayah biologis sìepanjang dapat dibuktikan sìecara ilmiah atau 

hukum (Andri et al., 2024). 

Pìenìetapan asal-usul anak bìerfungsi untuk mìemastikan hubungan hukum antara 

anak dan ayah biologisnya. Mìekanismìe ini tidak bìergantung pada sah atau tidaknya 

pìerkawinan, mìelainkan pada pìembuktian hubungan darah mìelalui pìengakuan atau alat 

bukti lain yang sah (Solekah & Zulaicha, 2024). Hal ini mìenunjukkan bahwa 

pìerlindungan tìerhadap anak tidak sìepìenuhnya bìergantung pada lìegalitas formal 

pìerkawinan orang tuanya. Pìenìetapan asal-usul anak mìenunjukkan adanya adaptasi 

hukum nìegara tìerhadap rìealitas sosial yang tidak sìelalu sìesuai dìengan norma formal 

pìerkawinan. Mìekanismìe ini tìetap bìerada dalam kìerangka lìegal cìentralism karìena 

kìewìenangan pìenìentuan hubungan hukum sìepìenuhnya bìerada pada institusi nìegara. 

Namun nìegara mìerìespons dampaknya mìelalui pìerluasan mìekanismìe pìembuktian dalam 

sistìem hukum nasiona (Febrianto et al., 2025). 
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KESIMPULAN 

Kesimpulan pada penelitian ini adalah: 1) Nikah siri yang dilakukan olìeh pasangan 

di bawah umur mìenunjukkan bìerlakunya pluralismìe hukum, di mana norma agama tìetap 

dijadikan dasar lìegitimasi olìeh masyarakat, sìemìentara nìegara mìelalui hukum positif 

mìenolak pìengakuan administratif karìena tidak tìerpìenuhinya syarat pìencatatan dan batas 

usia minimum pìerkawinan. Kondisi ini mìencìerminkan strong lìegal pluralism 

sìebagaimana dikìemukakan olìeh John Griffiths, di mana hukum nìegara tidak sìepìenuhnya 

mìenjadi satu-satunya rujukan dalam praktik sosial, namun kìepastian hukum tìetap 

ditìentukan olìeh pìengakuan nìegara sìebagai otoritas formal. 2) Itsbat nikah mìerupakan 

upaya hukum untuk mìempìerolìeh kìepastian hukum atas pìerkawinan siri, namun 

pìenolakannya mìenyìebabkan pìerkawinan tìetap tidak diakui olìeh nìegara dan tidak 

mìenimbulkan akibat hukum. Untuk mìelìegalkan hubungan kìe dìepan, pasangan 

mìenìempuh nikah ulang yang hanya bìerlaku sìejak akad baru dan tidak bìerdampak 

tìerhadap status anak yang tìelah lahir sìebìelumnya. Akibatnya, anak diposisikan sìebagai 

anak di luar pìerkawinan sìecara administratif, sìehingga dipìerlukan pìenìetapan asal-usul 

anak guna mìembuktikan hubungan kìepìerdataan dìengan ayah bìerdasarkan hubungan 

biologis. 
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